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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan normatif yang mendasar dalam sistem
pemerintahan daerah Indonesia, dimana jabatan wakil kepala daerah yang lahir dari mandat
demokratis langsung rakyat melalui sistem pemilihan paket sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, justru diatur dengan konstruksi kewenangan yang sepenuhnya
subordinative. Seluruh tugas wakil kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam frasa-frasa
ketergantungan seperti “membantu kepala daerah” tanpa satu pun klaster urusan yang diatribusikan
secara mandiri. Permasalahan lain Adalah tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang
secara tegas diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7) undang-undang yang sama selama lebih dari satu
dekade. Kondisi ini terbukti melahirkan konsekuensi empiris yang serius yang tercatat oleh
Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 mencatat bahwa setidaknya 94,64% pasangan kepala daerah
dan wakil kepala daerah mengalami ketidakharmonisan dalam hubungan kerja mereka, yang
menunjukkan bahwa ketidakproporsionalan pengaturan bukan sekadar persoalan normatif-abstrakt,
melainkan telah menghasilkan disfungsi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan
wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia; dan kedua, bagaimana
pengaturan kewenangan wakil kepala daerah tersebut apabila diukur menggunakan prinsip
proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
dan pendekatan historis (Aistorical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan
jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier. Kerangka analisis utama yang digunakan
adalah teori kewenangan, teori proporsionalitas fdan teori otonomi daerah

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, pengaturan kewenangan wakil
kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengandung tiga kelemahan normatif
yang saling berkaitan yaitu: Absennya landasan konstitusional yang eksplisit dalam UUD 1945
sehingga jabatan ini hanya memiliki legitimasi legal formal setingkat undang-undang, karakter
kewenangan yang sepenuhnya subordinatif tanpa domain wewenang yang diatribusikan secara
mandiri dan kekosongan norma pelaksana akibat tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah
yang diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7). Kedua, pengujian menggunakan kerangka proporsionalitas
empat komponen ‘membuktikan jbahwa pengaturan yang | berlaku, tidak memenuhi standar
proporsionalitas pada keseluruhan empat komponen‘secara kumulatif: komponen proper purpose
gagal karena tidak ada. tujuan jabatan yang dirumuskan secara eksplisit dan konsisten dengan
implikasi sistem pemilihan paket; komponen rational connection gagal karena kewenangan
koordinatif tanpa daya paksa tidak memiliki koneksi kausal yang terverifikasi dengan tujuan
kepemimpinan daerah yang efektif; komponen necessity gagal karena instrumen normatif yang lebih
proporsional tersedia namun tidak digunakan; dan komponen balancing gagal karena terdapat
ketidakseimbangan fundamental antara beban legitimasi demokratis yang diemban oleh wakil kepala
daerah dengan kewenangan normatif yang sangat terbatas yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: Kewenangan, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Proporsionalitas
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ABSTRACT

This research is motivated by a fundamental normative deficiency in the Indonesian regional
government system, wherein the position of regional deputy head a position born from a direct
democratic mandate through a paired electoral system as regulated under Law Number 10 of 2016 is
paradoxically governed by an entirely subordinative authority structure. All duties assigned to the
regional deputy head are formulated in dependent phrases such as “assisting the regional head”
without a single cluster of affairs being independently attributed to the position. A further problem
is the non-issuance of a Government Regulation that was expressly mandated by Article 65 paragraph
(7) of the same law, a mandate that has remained unfulfilled for more than a decade. This condition
has demonstrably produced serious empirical consequences: data recorded by the Ministry of Home
Affairs in 2015 indicates that at least 94.64 percent of regional head and deputy head pairs
experienced disharmony in their working relationship, demonstrating that the disproportionality of
this regulatory arrangement is not merely an abstract normative concern but has generated tangible
dysfunction in the conduct of regional governance.

This research aims to analyze: first, how the authority of the regional deputy head is regulated
within Indonesia’s regional government system: and second, how such regulation measures against
the principle of proportionality. This research employs a normative legal method utilizing a statutory
approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a historical
approach (historical approach). The legal materials used include primary legal materials in the form
of relevant legislation, secondary legal materials in the form of relevant legal literature and journals,
and tertiary legal materials. The primary analytical frameworks applied are the theory of authority,
the theory of proportionality, and the theory of regional autonomy.

The findings of this research yield two main conclusions. First, the regulation of regional
deputy head authority in Indonesia’s regional government system contains three interrelated
normative weaknesses: the absence of an explicit constitutional foundation in the 1945 Constitution,
leaving this position with only legal-formal legitimacy at the statutory level; an entirely subordinative
character of authority without any independently attributed domain of competence; and a regulatory
vacuum resulting from the non-issuance of the Government Regulation mandated by Article 65
paragraph (7). Second, an assessment using the four-component proportionality framework
demonstrates that the existing regulation fails to meet the standard of proportionality across all four
components cumulatively: the proper purpose component fails because no purpose for the position
is formulated explicitly or consistently in relation to the implications of the paired electoral system;
the rational connection component fails because cordinative authority without binding force lacks
a verifiable causal connection to the goal of effective regional leadership; the necessity component
fails because more proportionate normative instruments were available yet not adopted; and the
balancing component fails because there exists a fundamental imbalance between the burden of
democratic legitimacy borne by the regional deputy head and the highly limited normative authority
granted to that position.

Keywords: Authority, Regional Head, Regional Deputy Head, Proportionality
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